
 

                            

 

 

 

 

 

 

 
WALIKOTA  YOGYAKARTA 

 
 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
 
 

NOMOR  76  TAHUN 2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan 
Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Perparkiran, perlu ada penyesuaian 
terhadap ketentuan Peraturan Walikota dimaksud;    
 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan  Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
859); 

  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali 
yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  4444); 



 

                            

 

  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5025): 
 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  3528); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  3529); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 3530); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 3838); 

  9. 

 

 

 

 

10. 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 4I Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741); 

   12. 

 
 
 
 

13. 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4761) 
 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.65 Tahun 1993 
tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan; 

  14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 
tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; 

  15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang 



 

                            

Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan; 

  16. 

 

17. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; 

  18. 

 
19. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah; 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12 Seri C); 

  20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman 
(Lembaran Daerah  Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta 
Tahun 1992 Nomor 37 Seri D); 

  21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri 
D); 

  22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Yogyakarta Tahun  2008 Nomor 21 Seri D); 

  23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor I0 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Dinas Daerah(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun  2009 
Nomor 67 Seri D); 

  24. 

 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kerjasama 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun  2009 
Nomor 95); 

  25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota 
Yogyakarta Tahun  2009 Nomor 120); 

 

M E M U T U S K A N : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG 
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN  
 

 
Pasal I 

Merubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 
Tentang Penyelenggaraan Perparkiran sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

1. Mengubah ketentuan ayat (1), mensisipkan ayat (1a) diantara ayat (1) dan ayat (2) 
dan mengubah ayat (3) dalam Pasal 8, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai 
berikut : 



 

                            

 

Pasal 8 

(1) Pengelolaan TKP milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui mekanisme 
kerjasama atau dengan surat tugas pengelolaan dari kepala SKPD yang 
berwenang. 

(1a) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Tata cara dan persyaratan pengajuan surat tugas pengelolaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: 

a. membuat Surat Permohonan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Milik 
Pemerintah Daerah; 

b. mengisi dan menandatangani Surat Kesanggupan Mentaati Kewajiban sebagai 
Pengelola Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah  dengan bentuk dan 
isi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini. 

(3) Atas permohonan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
Kepala SKPD yang berwenang dapat mengabulkan atau menolak berdasarkan 
pertimbangan tertentu. 

(4) Masa berlaku surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling 
lama 1 (satu) tahun dan setiap  1 (satu) bulan sekali akan dilakukan evaluasi. 

(5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka 
pengelolaan TKP dapat dilanjutkan atau dihentikan/dicabut surat tugas 
pengelolaannya. 

(6) Bentuk dan isi surat tugas pengelolaan tempat khusus parkir milik pemerintah 
daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini. 

2. Mengubah ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal 9, sehingga 
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 9 

(1) Badan atau orang yang akan mengelola TKP milik swasta harus mendapatkan izin 
pengelola TKP dari Kepala SKPD yang berwenang. 

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon wajib 
mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD yang berwenang dengan 
persyaratan administrasi sebagai berikut :  

a. mengisi dan menandatangani  surat permohonan; 
b. menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku; 
c. mengisi dan menandatangani  Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban 

sebagai Pengelola TKP Swasta; 
d. melampirkan denah lokasi/lay-out lahan parkir.  

(3) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak 
persyaratan administrasi permohonan izin  diterima dengan lengkap dan benar, 
maka Kepala SKPD yang berwenang menerbitkan izin pengelola TKP atau 
jawaban penolakan dengan disertai alasannya. 

(4) Bentuk dan isi Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf a 
tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini. 

(5) Masa berlaku surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun. 

 

3. Menambah Bagian pada Pasal 15a, diantara Pasal 15 dan Pasal 16, sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 



 

                            

Bagian Keempat 

Mekanisme Pengeluaran Belanja Bagi Hasil 

Pasal 15a 

Mekanisme Pengeluaran Belanja Bagi Hasil retribusi parkir, dengan rincian 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini. 

 

4. Mengubah Lampiran V dan Lampiran IX sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Peraturan ini. 

5. Menambah Lampiran X sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada  tanggal 13 November 2013. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 
 
 

 Ditetapkan di  Yogyakarta 
 pada tanggal 13 November 2013 
 
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 
ttd 

 
HARYADI SUYUTI 

 
 

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 November 2013 
  

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 
 

ttd 
 

TITIK SULASTRI 
 

 
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 76 

                                                                                  



 

                            

                                                                         LAMPIRAN V :  PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
                                                                         NOMOR          :    76 TAHUN 2013 
 TANGGAL       :   13 NOVEMBER 2013 
 

                                                                                                                                            
 

KOP SKPD YANG BERWENANG 
 

SURAT TUGAS PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR MILIK PEMERINTAH DAERAH 
Nomor : …………………………………………… 

 

 

KEPALA SKPD, 
 

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pengelolaan Tempat 
Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah .......... yang berlokasi di 
Jalan ........... maka perlu menunjuk pengelola Tempat Khusus 
Parkir ............... dengan Surat Tugas Pengelolaan. 

 
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran; 
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Usaha; 
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 
18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ….. 
Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta 
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran; 

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 

 
Memperhatikan : Surat permohonan  .......………….., Nomor……      tanggal……… 

 
 
 
Kepada 

 
 
: 

MENUGASKAN : 
 
Nama                                     :  ..................................................... 
Alamat   : ……………………………………… 
NPWP/NPWPD : ……………………………………… 
Nama Pimpinan                               : ……………………………………… 
 
 

UNTUK : 
   

KESATU : Melaksanakan pengelolaan Tempat Khusus Parkir .......... yang 
berlokasi di Jalan ...................mulai tanggal .......................... sampai 
dengan tanggal ................................. 
 

KEDUA : Tugas Pengelola Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud 
Diktum KESATU,  tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 9 
ayat (2). 
 

KETIGA : Retribusi yang wajib disetorkan kepada SKPD yang berwenang sesuai 
nilai bruto sebesar  Rp. .................................(..................rupiah). 
 
 

KEEMPAT : Cara pembayaran dilaksanakan melalui Kasir Penerima SKPD yang 
berwenang dengan ketentuan setoran retribusi parkir dibayarkan 
secara bulanan paling lambat pada tanggal 20. 



 

                            

 
KELIMA 
 

KEENAM 
 
 

KETUJUH 
 
 

KEDELAPAN 

: 
 

: 
 
 

: 
 
 

: 

Pengelola Tempat Khusus Parkir berhak mendapatkan bagi hasil 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pajak Pertambahan Nilai atas belanja bagi hasil kepada pengelola 
Tempat Khusus Parkir  menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota 
Yogyakarta. 

Pajak Penghasilan atas pendapatan pengelola Tempat Khusus Parkir 
dari belanja bagi hasil menjadi tanggung jawab pengelola Tempat 
Khusus Parkir. 

Apabila Pengelola Tempat Khusus Parkir tidak mentaati ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan 
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor ….. Tahun 2013 
tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Perparkiran,  maka : 
a. dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 
b. dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh SKPD 

yang berwenang. 
KESEMBILAN  : Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA 

Surat Tugas ini tidak menghapus kewajiban membayar kekurangan 
Retribusi. 

KESEPULUH : Pengawasan terhadap Pengelolaan Tempat Khusus Parkir ................... 
akan dilakukan oleh SKPD yang berwenang. 

KESEBELAS : Pengelola harus membuat dan menandatangani laporan setiap bulan 
baik  pekerjaan fisik maupun pendapatan dan mengirimkan ke SKPD 
yang berwenang. 

KEDUABELAS : Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara 
musyawarah, apabila belum dapat diselesaikan maka penyelesaian 
berikutnya melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

KETIGABELAS 
 
 

 

: Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat 
kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan 
sebagaimana mestinya. 
 

    Ditetapkan di Yogyakarta 
Pada tanggal                             

 
KEPALA SKPD 

 
 
 
 

(NAMA) 
NIP. ……………………… 

 
 

 
 

        
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 
ttd 
 

                                                                                   HARYADI SUYUTI 



 

                            

LAMPIRAN IX  :  PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR  :  76 TAHUN 2013 
TANGGAL  :  13 NOVEMBER 2013 

 
 
 

MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI  

DAN DISTRIBUSI KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (TJU) 

 

 

A. URAIAN PROSEDUR 

I. PENGADAAN KARCIS RETRIBUSI PARKIR DI TJU 

1. PPTK melaporkan dan menyerahkan karcis hasil pengadaan kepada 

penyimpan/pengurus barang SKPD. 

2. Penyimpan/pengurus barang SKPD menerima karcis hasil pengadaan dari PPTK dan 

mencatat penerimaan karcis ke dalam Kartu Barang Karcis Cetakan. 

3. Juru Pungut menghitung kebutuhan/persediaan karcis masing-masing Juru Parkir 

dengan dasar  estimasi sebagai berikut : 

a. Untuk Kawasan Malioboro dan Kawasan Pasar berdasarkan jumlah Juru Parkir 

dikalikan potensi parkir perhari dikalikan 3 (tiga) hari. 

b. Untuk Kawasan di luar Malioboro dan Pasar berdasarkan jumlah Juru Parkir 

dikalikan potensi parkir perhari dikalikan 7 (tujuh) hari. 

4. Pembantu Bendahara Penerimaan mengajukan permintaan porporasi karcis kepada 

Penyimpan/Pengurus Barang (dengan menggunakan Form Permintaan Porporasi Karcis) 

sebanyak 2 (dua) kali estimasi kebutuhan karcis sebagaimana tersebut angka 3 (tiga) di 

atas sebagai Persediaan Awal Karcis Retribusi Parkir di TJU.   

5. Berdasarkan permintaan dari Pembantu Bendahara Penerimaan, Penyimpan/Pengurus 

Barang SKPD mengirim karcis ke DPDPK untuk diporporasi dan dicatat di Kartu Barang 

Karcis Cetakan. 



 

                            

 

II. DISTRIBUSI KARCIS RETRIBUSI PARKIR 

1. DPDPK menerima karcis dari Penyimpan/Pengurus Barang SKPD untuk diporporasi. 

2. Karcis yang sudah diporporasi dicatat dalam Register Porporasi oleh DPDPK kemudian 

karcis diserahkan kepada Pengurus/Penyimpan Barang SKPD. 

3. Pengurus/Penyimpan Barang SKPD  menerima dan mencatat karcis yang telah 

diporporasi ke dalam Kartu Barang Karcis Terporporasi. 

4. Berdasarkan permintaan porporasi karcis dari Pembantu Bendahara Penerimaan, 

Pengurus/Penyimpan Barang SKPD menyerahkan karcis yang sudah diporporasi 

kepada Pembantu Bendahara Penerimaan dan dicatat dalam Kartu Barang Karcis 

Terporporasi. 

5. Pembantu Bendahara Penerimaan menerima karcis yang sudah diporporasi dari 

Penyimpan/Pengurus Barang SKPD dan dicatat dalam Register Distribusi Karcis 

Retribusi Parkir TJU. 

6. Setiap awal hari kerja, Juru Pungut meminta panjar karcis terporporasi kepada 

Pembantu Bendahara Penerimaan disesuaikan dengan estimasi kebutuhan karcis pada 

hari tersebut. 

7. Pembantu Bendahara Penerimaan memberikan panjar karcis terporporasi kepada Juru 

Pungut dan dicatat dalam Buku Panjar Karcis Retribusi Parkir TJU. 

8. Pembantu Bendahara Penerimaan menyerahkan karcis yang sudah diporporasi kepada 

Juru Pungut berdasarkan kebutuhan karcis retribusi parkir dan dicatat dalam Register 

Distribusi Karcis Retribusi Parkir TJU. 

9. Juru Pungut mencatat karcis yang diterima dan menyerahkan karcis kepada Juru Parkir 

sesuai dengan kebutuhan karcis di Juru Parkir sebagaiman tersebut pada  huruf A.1.3 

dan dicatat dalam Buku Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir sebagai 

berikut : 

- Buku 1 (Buku Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir) untuk Juru Pungut. 

- Buku 2 (Buku Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir) untuk Juru Parkir. 

10. Juru Parkir menggunakan karcis di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku. 



 

                            

III. PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR DI TJU 

1. Juru Parkir menyetorkan bonggol karcis yang terpakai beserta uang retribusi sesuai nilai 

bruto kepada Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan/ Juru Pungut. 

2. Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan/ Juru Pungut menghitung 

jumlah karcis yang terpakai (bonggol karcis) dan menghitung jumlah uang retribusi 

sesuai nilai bruto yang disetor, selanjutnya dicatat ke dalam Buku Distribusi Karcis dan 

Pemungutan Retribusi Parkir dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian. 

3. Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan/ Juru Pungut mengganti 

karcis Juru Parkir sesuai karcis yang terpakai dan dicatat ke dalam Buku Distribusi 

Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir TJU. 

4. Pada setiap akhir hari kerja, Juru Pungut menyerahkan uang retribusi, Rekapitulasi 

Penerimaan Harian dan pengembalian panjar karcis terporporasi berdasarkan buku 

Register Distribusi Karcis dan Pemungutan Retribusi Parkir TJU kepada Bendahara 

Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan. 

5. Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan mencocokkan uang 

retribusi, panjar karcis dan rekapitulasi penerimaan harian yang diterimanya. 

6. Apabila uang retribusi yang disetor kepada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai 

dengan Rekapitulasi Penerimaan Harian, Bendahara Penerimaan/ Pembantu 

Bendahara Penerimaan mencatat di Buku Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Parkir 

TJU dibuatkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) rangkap 5 (lima) : 

- lembar ke 1 (ke satu) diserahkan ke Juru Pungut; 

- lembar ke 2 (ke dua) sampai dengan ke 5 (ke lima) diserahkan kepada Bendahara 

Penerimaan SKPD bersamaan dengan Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah 

divalidasi oleh Bank. 

7. Paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam, Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara 

Penerimaan menyetorkan uang retribusi ke rekening kas umum daerah menggunakan 

Surat Tanda Setoran (STS) rangkap 5 (lima). 

8. Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat Tanda Setoran (STS) yang sudah divalidasi 

oleh bank diserahkan kepada Bendahara Penerimaan SKPD untuk ditatausahakan. 

9. Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara Penerimaan mengajukan permintaan 

porporasi karcis kepada Pengurus/ Penyimpan Barang SKPD untuk mengganti 

Persediaan Karcis Terporporasi. 

10. Berdasarkan permintaan dari Bendahara Penerimaan/ Pembantu Bendahara 

Penerimaan, Penyimpan/Pengurus Barang SKPD mengirim karcis retribusi parkir ke 

DPDPK untuk diporporasi dan dicatat di Kartu Barang (Karcis Cetakan) selanjutnya 

mekanisme kembali ke angka romawi II diatas (revolving). 

11. Juru Parkir dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam wajib menyetorkan uang 

retribusi parkir di TJU kepada Juru Pungut / Bendahara Penerimaan/ Pembantu 

Bendahara Penerimaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. untuk Kawasan Malioboro, Juru Parkir mengambil karcis dan menyetorkan uang 

retribusi di UPT Pengelolaan Kawasan Malioboro Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 



 

                            

b. untuk Kawasan Pasar, Juru Parkir mengambil karcis dan menyetorkan uang retribusi 

ke Juru Pungut. Juru Pungut menyerahkan ke Bendahara Penerimaan Pembantu 

UPT, Bendahara Penerimaan Pembantu UPT menyetorkan ke Bendahara 

Penerimaan Dinas  Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta. 

c. untuk diluar Kawasan Malioboro dan Kawasan Pasar, Juru Parkir mengambil karcis 

dan menyetorkan uang retribusi ke Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. 

12. Mekanisme penerimaan dan penyetoran retribusi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah dan untuk pengelolaan barang persediaan disesuaikan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

B. CATATAN DAN DOKUMEN YANG DIGUNAKAN 

 

1. KARTU BARANG KARCIS CETAKAN 

 

KARTU BARANG KARCIS CETAKAN  

       

SKPD  :     

       

Satuan  :      
 
 

 
     

No. Tanggal No. Seri Masuk Keluar Sisa Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 

   
 
  

     Yogyakarta, 
  

Kepala SKPD,  Penyimpan/Pengurus Barang, , 

      

       

     [  
 (Tanda Tangan) 

  (Tanda Tangan) 
 

 (Nama Terang)  (Nama Terang)  
                   NIP  NIP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

2. KARTU BARANG KARCIS TERPORPORASI 

 

 

KARTU BARANG KARCIS TERPORPORASI  

       

SKPD  :     

       

Satuan   :     
 
 

 
     

No. Tanggal No. seri Masuk Keluar Sisa Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 

   
 
  

      Yogyakarta, 
  

Kepala SKPD,  Penyimpan/Pengurus Barang,  

      

       

       
 (Tanda Tangan) 

  (Tanda Tangan) 
 

 (Nama Terang)  (Nama Terang)  
            NIP  NIP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

3. FORMULIR PERMINTAAN PERPORASI KARCIS 

 

    

FORMULIR PERMINTAAN PORPORASI KARCIS 

    

    

SKPD :  

    

Satuan :  

    

No Tanggal Jumlah (lbr) Keterangan 

1 2 3 4 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

                   Yogyakarta, 

    

Pengurus/Penyimpan Barang, Pembantu Bendahara Penerimaan, 

    

Tanda tangan Tanda tangan 

    

Nama Terang Nama Terang 

NIP. NIP. 

    
 

    

 

    

   

    

   

    
    

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

 

4. REGISTER DISTRIBUSI KARCIS RETRIBUSI PARKIR TJU 

 

 

REGISTER DISTRIBUSI KARCIS RETRIBUSI  PARKIR TJU  

           

BULAN :          

           

No Tanggal Uraian 

Penerimaan Nama 

Jungut 

Pengeluaran Saldo Tanda 

Tangan Jumlah 
Lembar 

Nomor 
Seri 

Jumlah 
Lembar 

Nomor 
Seri 

Jumlah 
Lembar 

Nomor 
Seri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

            

            

            

            

            

            

             

             

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  JUMLAH :                    

                      

           

Keterangan :         

1 (satu) bendel karcis = 100 lbr         

           

       

 

       Bendahara Penerimaan Pembantu, 

 

 

(Tanda Tangan) 

Nama Terang 

NIP 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

5. BUKU DISTRIBUSI  KARCIS DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  PARKIR DI TJU 

 

 

BUKU DISTRIBUSI KARCIS DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TJU 

            
 
Wilayah   :         

Nama Jukir :         

Nomor Registrasi :         

Lokasi  :         

Kawasan   :         

            

            

Bulan   :         

            

No. Tgl 

Karcis 
yang 

diambil 
(lbr) 

No. 
Seri 

Karcis 
kembali 

(lbr) 

No. 
Seri 

Karcis 
Yang 

terpakai 
(lbr) 

Jumlah 
(Rp.) 

  

Persent
ase 
Bagi 
Hasil 

  

Setoran 
Retribu
si (Rp.) 

Tandatangan 

Jungut Jukir 

              

              

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

 

Juru Pungut     Juru Parkir, 

 

 

 

(Tanda Tangan)   (Tanda Tangan) 

Nama Terang   Nama Terang 

NIP   NIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

6. REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN 

 

 

REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN 
 

SKPD               : 
 

      

No. Nama Jukir Karcis yang terpakai Penerimaan  Penyetoran  Sisa 

      

      

      

      

      

            

            

            

            

            

 

                                                                                                                      Penyetor, 

Juru Pungut 

 

 

(Tanda tangan) 

Nama terang 

NIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

7. BUKU PANJAR KARCIS RETRIBUSI PARKIR DI TJU 

 

 

BUKU PANJAR KARCIS RETRIBUSI PARKIR DI TJU 

       
SKPD    : 
 
BULAN :      

       

No. Tanggal Uraian 
Penerimaan 

(Rp) 
Pengeluaran 

(Rp.) 
Saldo 
(Rp.) 

Tanda 
Tangan 

              

              

       

       

       

       

       

              

              

              

              

              

              

       

    
 

Yogyakarta,   

       

    Pembantu Bendahara Penerimaan 

    
 
   

    
 

(Tanda Tangan) 

                

    Nama Terang 

                          NIP. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

8. BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR TJU 

 

 

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR TJU 

 

SKPD  : 

BULAN : 

 

No Tgl Uraian 
Nomor  Jumlah 

Lembar 
  

Penerimaan 
(Rp.) 

Penyetoran 
(Rp.) 

Saldo 
(Rp.) TBP STS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 

 

Yogyakarta, 

Pembantu Bendahara Penerimaan 

 

 
 

(Tanda Tangan) 
 

Nama Terang 
NIP 

 

 

 

                                                                                          

         

 

 

 

 

  

 

 



 

                            

    9. TANDA BUKTI PEMBAYARAN (TBP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......... 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN  

NOMOR BUKTI …. 

               

a.  Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu …………………………………… 

  Telah menerima uang sebesar Rp …………………………………… 

b. (dengan huruf ………………………………………………………………………………………) 

c. Dari Nama : …………………………………………………… 

  Alamat : …………………………………………………… 

d. Sebagai pembayaran : …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

    …………………………………………………… 

               

    Kode Rekening Jumlah (Rp.) 

                        

                        

                        

                        

                        

f. Tanggal  diterima uang : ….……………………………..    

               

               

                                                         Mengetahui,     

                                                Bendahara Penerimaan Pembayar/Penyetor 

               

               

               

                            (Tanda Tangan)   (Tanda Tangan) 

             

                          (Nama Terang)   (Nama Terang) 

           NIP.   
NIP. 
  

               

  Lembar asli : Untuk pembayar/ penyetor/ pihak ketiga 

  Salinan 1 : Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu 

  Salinan 2 : Arsip 



 

                            

10. SURAT TANDA SETORAN (STS) 

 

 

 
 
 

        
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 
ttd 
 
 

HARYADI SUYUTI 
 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......... 

SURAT TANDA SETORAN (STS) 

              

STS No. … … … … … …   Bank                 : …………… 

            No Rekening    : …………… 

              

Harap diterima uang sebesar  Rp.................. 

(dengan huruf) (……………………………………………………………………………. 

      ………………………………………………………………………….….) 

              

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: 

              

No. Kode Rekening Uraian Rincian Obyek Jumlah (Rp) 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

Jumlah   

              

    
Uang tersebut diterima pada 
tanggal ……… ………………………………………….………. 

              

    

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan 

              
 
 
 

(Tanda Tangan)   (Tanda Tangan) 

            

(Nama Terang)  (Nama terang) 

NIP.    NIP. 

 



 

                            

LAMPIRAN X  :   PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 
NOMOR             :   76 TAHUN 2013 
TANGGAL         :    13 NOVEMBER 2013 
 

 

PENGELUARAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI PARKIR 

 

1. Bendahara pengeluaran membayarkan bagi hasil uang retribusi parkir kepada juru parkir/ 

pengelola TKP; 

2. PPTK dibantu oleh petugas urusan administrasi umum dan keuangan menyampaikan 

pembayaran belanja bagi hasil retribusi parkir kepada juru parkir/pengelola TKP 

menggunakan Kuitansi setelah juru parkir/pengelola TKP menyerahkan bukti penyetoran  

uang retribusi parkir dari bendahara penerimaan/pembantu bendahara penerimaan/juru 

pungut. 

3. Kuitansi beserta lampirannya yang sudah ditandatangani oleh juru parkir/pengelola TKP dan 

diparaf PPKom disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.  

4. Bendahara Pengeluaran menatausahakan pengeluaran sesuai  ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan 

daerah.  

 

 

        
WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 
ttd 
 
 

HARYADI SUYUTI 
 


